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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 
57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pemerintah Kota Makassar. 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas pengelolaan Keuangan 
daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, 
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana dengan 
ditetapkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kota Makassar beberapa mekanisme sistem dan 
prosedur pada pengelolaan keuangan daerah kota Makassar 
mengalami perubahan; 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Sadan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 45020), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Sadan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan 
Satas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, 
Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah 
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
1999 Nomor 193); 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
224, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Len tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 
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25. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 0 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972}, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 
5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 737) 

22. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistcm 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan aias 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Atas Penyelengggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) 

JDIH 
KOlAMWSSAR 



38. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Serita Daerah Kota 
Makassar Nomor 28 Tahun 2014); 
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37. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Bararig Milik Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

35. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807). 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang 
Pembetukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Norn or 694). 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Ber surnber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 123 Tahun 2018 ten tang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Ten tang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersurnber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 15). 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara serta Penyampaiannya; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Sadan Layanan Umum Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

29. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2018 Nomor 33); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Dae rah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

JDIH 
llO'TA MAKASSAR 
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(1) SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf b 
dipergunakan untuk mengganti Uang Persediaan (UP) yang sudah terpakai 
dan telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. 

(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh 
persetujuan dari pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui 
PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan. 

(3) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. surat pengantar SPP-GU; 
b. ringkasan SPP-GU; 
c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu; 
d. salinan SPD; 
e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang 
yang diminta tidak dipergunakan unruk keperluan selain ganti uang 
persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan 

f. bukti transaksi yang sah dan lengkap, yang terdiri dari: 
1. untuk transaksi dengan nilai sampai dengan Rp.10.000.000,­ 

(Sepuluh Juta Rupiah) melampirkan antara lain: 
a) surat pesanan 
b) invoice/ nota/ faktur lengkap dengan stempel dan tanda tangan 

penyedia 
c) rincian pembelian 
d) berita acara pemeriksaan administrasi dari pejabat/panitia 

pemeriksa hasil pekerjaan 
e) SPPD rampung beserta bukti pendukung perjalanan dinas 

dilengkapi dengan laporan perjalanan dinas, tiket sesuai alat 
transportasi yang digunakan, bukti pembayaran akomodasi; 

Pasal 125 

1. Ketentuan Pasal 125 ayat (3) huruf f diubah, sehingga Pasal 125 berbunyi 
sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar yang 
telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar, 
diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NO 57 TAHUN 2014 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR. 

40. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota 
Makassar Nomor 57 Tahun 2014); 

39. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita 
Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014); 

JDIH 
llO'TA M~R 
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2. Ketentuan Pasal 126 ditambah satu ayat, sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai 
berikut: 

n daftar hadir, notulen rapat untuk kelengkapan bukti 
pertanggungjawaban belanja makan minum 

g) daftar pembayaran honorarium yang dilengkapi dengan surat 
penunjukan oleh pejabat yang berwenang; 

h) daftar penyaluran barang/uang 
i) E-Faktur 
j) E-Silling 

2. untuk transaksi dengan nilai Rp.10.000.001,- (Sepuluh Juta Satu 
Rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) 
melampirkan antara lain: 
a) Rencana Anggaran Biaya 
b) Harga Perkiraan Sendiri 
c) Undangan Permintaan Penawaran beserta lampirannya 
d) Serita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran 
e) Serita Acara Klarifikasi beserta lampirannya 
D Serita Acara Hasil Pengadaan Langsung 
g) Surat Penunjukkan Penyedia Barang /Uasa 
h) Surat Pemesanan 
i) Rincian Pem belian 
j) Serita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 
k) Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 
1) Berita acara pemeriksaan administrasi dari pejabat/ pani tia 

pemeriksa hasil pekerjaan 
m) surat pembelian/bukti pembayaran/kwitansi dengan stempel dan 

tan ta tangan penerima uang/ penyedia barang/ jasa 
n) surat kuasa 
o) E-Faktur 
p) E-Billing 
q) Rekening Koran dan NPWP 
r) SPPD rarnpung beserta bukti pendukung perjalanan dinas 

dilengkapi dengan laporan perjalanan dinas, tiket sesuai alat 
transportasi yang digunakan, bukti pembayaran akomodasi; 

s) daftar hadir, notulen rapat untuk kelengkapan bukti 
pertanggungjawaban belanja makan minum 

t) daftar pembayaran honorarium yang dilengkapi dengan surat 
penunjukan olehpejabat yang berwenang; 

u) daftar penyaluran barang/uang 
v) Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen 

g. lampiran lain yang diperlukan. 
(4) Pengajuan SPP-GU periode berikutnya sebagai ganti uang persediaan 

dapat dilakukan jika SPP-UP maupun SPP-GU periode sebelumnya telah 
dipertanggungjawabkan minimal sebesar 50% (lima puluh persen). 

(5) SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan setelah Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran disahkan oleh Pengguna 
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. 

(6) Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-GU yang diajukan kedalam register 
SPP-UP /SPP-GU /SPP-TU /SPP-LS. 

(7) Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna 
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran selaku atasan langsung 
bendahara pengeluaran. 

JDIH 
lm'TA MAUSSAR 
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(3) Larnpiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf d rnencakup : 
a. salinan SPD; 
b. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib 

pajak dan wajib pungut; 

(2) Dokurnen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagairnana 
dirnaksud pad a ayat ( 1) terdiri dari : 
a. surat pengantar SPP-LS; 
b. ringkasan SPP-LS; 
c. rincian SPP-LS; dan 
d. larnpiran SPP-LS. 

(1) PPTK rnenyiapkan larnpiran dokurnen SPP-LS berkaitan dengan pengadaan 
barang dan jasa oleh pihak ketiga dan selanjutnya disarnpaikan kepada 
bendahara pengeluaran dalarn rangka pengajuan perrnintaan pernbayaran. 

Pasal 129 

3. Ketentuan pasal 129 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf c 
dipergunakan hanya untuk mengajukan permintaan tambahan uang 
persediaan, apabila saldo Uang Persediaan tidak cukup untuk membiayai 
pengeluaran yang bersifat mendesak. 

(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka 
tam bah an uang persediaan. 

(3) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari : 
a. surat pengantar SPP-TU; 
b. ringkasan SPP-TU; 
c. rincian rencana penggunaan TU; 
d. salinan SPD; 
e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang 
yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan 
uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; 

f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian 
tambahan uang persediaan; dan 

g. lampiran lainnya. 
(4) Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus dipertanggungawabkan tersendiri. 
(5) Dokumen yang harus dipertanggungjawabkan tersendiri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) meliputi dokumen-dokumen sebagaimana 
dispersyaratkan dalam pengajuan SPP GU 

(6) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) 
bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas urnurn daerah. 

(7) Untuk pertanggungjawaban atas penggunaan SP20-TU, diterbitkan SPP 
Nihil, SPM Nihil dan SP2D Nihil. 

(8) Bendahara Pengeluaran rnencatat SPP-TU yang diajukan ke dalam register 
SPP-UP/SPP-GU /SPP-TU /SPP-LS. 

(9) Register SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU / SPP-LS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna 
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran selaku atasan langsung 
Bendahara Pengeluaran. 

Pasal 126 

JDIH 
KO'TA MWSSAR 
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(7) Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-LS yang diajukan ke dalam register 
SPP-UP /SPP-GU /SPP-TU /SPP-LS. 

(6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna 
memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
melalui PPK-SKPD. 

(5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan 
dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk 
dilengkapi. 

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan 
perun tukannya. 

c. Rencana Anggaran Biaya 
d. Harga Perkiraan Sendiri 
e. Undangan Penawaran dan Lampirannya 
f. Serita Acara Hasil Evaluasi Penawaran 
g. Serita Acara Hasil Pemilihan 
h. Undangan Penandatanganan Kontrak 
i. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa 
j. Ringkasan Kon trak 
k. Surat Permohonan Pemeriksaan 100% 
l. Serita acara Hasil Pemeriksaan 

m. Serita acara serah terima pekerjaan 
n. Serita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan 
o. Serita Acara pembayaran; 
p. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan 

disetujui oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran; 
q. Surat Kuasa 
r. E-Faktur 
s. E-Billing 
t. Rekening Koran dan NPWP 
u. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh 

bank atau lembaga keuangan non bank; 
v. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang 

dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan 
pinjaman/hibah luar negeri; 

w. berita acara pemeriksaan khusus untuk barang dan jasa yang 
menggunakan sistem pembayaran termin; 

x. berita acara kemajuan pekerjaan untuk barang dan jasa yang 
menggunakan sistem pembayaran termin; 

y. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan apabila pekerjaan 
mengalami keterlambatan; 

z. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan; 
aa. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya 

menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi 
kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga 
konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti 
penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya 
berdasarkan rincian dalam surat penawaran. 

JDIH 
IOTA M.WSSAR 
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BERJTA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 

M.ANSHAR 

SEKRE KOTA MAKASSAR 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 

MOH. RAMDHAN POY!ANTO 

WALlKOTA MAKASSAR 

Ditetapkan di Makassar 
Pada tanggal 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kora Makassar. 

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal n 

(8) Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (7) ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna 
Anggaran atau Kuasa Pcngguna Anggaran pada selaku atasan Jangsung 
bendahara pengeluaran. 

JDIH 
lmlA MAKASSAR · 

TTD

TTD

4 Februari 2019

4 Februari 2019
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